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1.

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali:diubah terakhir dengan Undang- Undarig Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
mefnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Neégara Republik Indonesia Nomor
6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nesional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahurn 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tehun 2025 -
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomer 19);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pérubahan Rencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kgjian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Bérita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun: 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 {Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95};

19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun.
2024 - 2044 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun



2024 Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

&
3.
4

10.

1%
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Daerah adalah Kota Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah
Kota Kediri dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun
2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disebut RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota kediri.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Kediri dan DPRD
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yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13.Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun
2025-2026 sebagai dokumen transisi pasca berakhirnya periodesasi RPJMD
Tahun 2020-2024.

14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/ kondisi daerah yang
diinginkan/ terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan 5 (lima)
tahun.

15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi.

16.Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi
selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan
RPJMN Tahun 2025-2029.

17.Sasaran adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan
pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-
langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi
sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam
menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

19. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi
yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan
sasaran RPJMD dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan
pembangunan berkelanjutan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUJUAN RPJMD
Pasal 2
(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029.
(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional,
provinsi dan daerah lain yang berbatasan.

Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi landasan dan pedoman
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi :
a. Renstra Perangkat Daerah;
b. RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4
(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

a. pendahuluan;

b. gambaran umum daerah;

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;

d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah
Daerah;

e. penutup.

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5
Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-
undangan,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/
atau

c. terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target

tahunan pada indikator, sasaran, dan program dalam RPJMD, maka

penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota
Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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(2) Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan
tahun 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai

RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034

yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-
2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2025
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.
VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
BAGUS ALIT
LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 197- 4/2025

S‘uaj dengan aslinya

) R

S ) a
HLISIINA ABUDDIN, SH, MH.
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara
berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota Kediri dan Wakil
Wali Kota Kediri, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kota Kediri pada tahun 2025-2029 yang harus
dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaan setiap tahunnya.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL :8 -9 -2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221
Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 -
2030, telah dilaksanakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri
periode tahun 2025 - 2030 pada tanggal 20 Februari 2025. Menindaklanjuti
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai kewajiban
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, berdasarkan
Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, penyusunan RPJMD wajib
selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
mengamanatkan kepada Bupati/Wali Kota bersama DPRD untuk segera
menyusun dan membahas RPJMD kabupaten/kota Tahun 2025-2029 yang
selaras dan berpedoman pada RPJPD kabupaten/kota, RPJMN Tahun 2025
- 2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025 - 2029. Seluruh proses penyusunan
RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan
kepala daerah terpilih.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD bertujuan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, serta
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJMD
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 mengikuti tahapan
yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dengan
RPJMD ini, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan, merata,
dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kediri.
Dokumen ini menjadi instrumen strategis yang tidak hanya memberikan arah
bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan
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menengah lima tahun dan tahunan, tetapi juga memastikan keterpaduan
kebijakan antara pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat. Dalam
jangka panjang, RPJMD ini diharapkan dapat membentuk fondasi yang kuat
bagi pembangunan Kota Kediri yang lebih inklusif, tangguh, dan adaptif
terhadap dinamika zaman, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat
yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun
global.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029,

sebagai berikut:

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 127);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
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Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 132);

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Nomor 95);

19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024 — 2044 (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kediri Nomor 99);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan:
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri
Tahun 2025-2045.

Berdasarkan RPJPD Kota Kediri, periode tahun 2025-2029 merupakan
periode pertama dalam rencana pelaksanaan jangka panjang daerah
dengan arah kebijakan sebagai penguatan fondasi transformasi Kota
Kediri. Maka, dilakukan penyelarasan antara sasaran, strategi, arah
kebijakan, kinerja RPJMD dengan arah kebijakan, sasaran pokok dan
indikator utama pembangunan dari RPJPD.

. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024-2044
Penyelarasan antara RTRW dengan dokumen RPJMD telah dilaksanakan
terutama dalam hal posisi dan peran strategis Kota Kediri dalam wilayah
regional, kondisi geografi, risiko bencana, dan arahan pemanfaatan ruang.
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029;

Keselarasan perencanaan pembangunan pusat daerah merupakan hal
mutlak agar tujuan pembangunan bangsa dan negara dapat tercapai.
Maka dalam penyusunan RPJMD Kota Kediri telah memperhatikan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-
2029 dengan menyelaraskan Asta Cita Presiden dan Program Hasil Terbaik
Cepat ke dalam 7 (tujuh) Program Unggulan Sapta Cita Wali Kota Kediri.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2025-2029 beserta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Kebijakan regional, dalam hal ini provinsi penting untuk diperhatikan
karena Kota Kediri merupakan bagian integral pembangunan yang
berkolaborasi dengan kabupaten kota sekitar untuk membentuk capaian
provinsi dan akhirnya mendukung nasional. Maka, penyusunan RPJMD
ini telah memperhatikan arahan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa
Timur terutama melalui penyelarasan kinerja dan pelaksanaan konsultasi
rancangan awal kepada Gubernur. Sedangkan, substansi dalam RTRW
Provinsi Jawa Timur menjadi pertimbangan dalam posisi strategis Kota
Kediri dan highlight intervensi kewilayahan regional.
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5. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Penyusunan dokumen KLHS merupakan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS menjadi analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk
mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam
dokumen RPJMD. Integrasi dokumen KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun
2025-2029 telah dilaksanakan ke dalam dokumen RPJMD baik dalam hal
daya dukung daya tampung, permasalahan, isu strategis hingga
rekomendasi program pembangunan.

6. Dokumen Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD
Dokumen Rantek telah menjadi bahan dalam pelaksanaan kampanye
pada Pilkada serentak tahun 2024. Dokumen Rantek RPJMD disusun
berdasarkan RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan
RPJMD ini, dokumen Rantek telah menjadi dokumen awal yang
disempurnakan berdasarkan visi misi kampanye kepala daerah terpilih
untuk menjadi Rancangan Awal.

7. Hasil evaluasi capaian pembangunan S (lima) tahun terakhir dari tahun

2020 sampai dengan tahun 2024.
Kemajuan dapat dicapai salah satunya dari upaya perbaikan yang
berkelanjutan. Upaya perbaikan dilakukan dengan penentuan kinerja dan
target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja periode RPJMD Tahun 2020-
2024. Proyeksi target berdasarkan evaluasi diharapkan akan memastikan
kegiatan pembangunan selalu mengarah pada kemajuan dan menjadi
lebih baik dalam melaksanakan pemerintahan.

8. Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Kediri
Berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, RIPJPID merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang Dbersifat sistemik,
komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan
teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan
prioritas pembangunan daerah. RIPJPID Kota Kediri telah ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Bappeda Nomor 400.7.22/3067/
419.202/2025 tanggal 23 Mei 2025 dengan memperhatikan program
prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

9. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Keterkaitan antara Dokumen RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029
dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut:
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Gambar 1. 1 Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
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Maksud penyusunan RPJMD Kota Kediri tahun 2025-2029 adalah
memberikan pedoman perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode
tahun 2026 hingga 2030 dan sebagai arah pemangku kepentingan di
lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait
lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Kediri

secara sinergis.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah berdasarkan data yang
tersedia tahun 2020-2024.

Memberikan gambaran keuangan daerah berdasarkan data tahun
2020-2024 beserta proyeksi tahun 2026-2030.

Menjabarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam
perencanaan strategis yang meliputi rumusan tujuan, sasaran,
strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka
waktu tahun 2026-2030 .

Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja
tahunan perangkat daerah.
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1.5 Sistematika Penulisan
RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

5.2. Pengendalian dan Evaluasi
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BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota
Kediri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi
untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan sekunder dan
pengembangan/peningkatan  fungsi  revitalisasi dan = percepatan
pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Nasional. Dalam hal ini, Kota
Kediri diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan Kediri
- Tulungagung - Blitar yang berfokus pada pengembangan pertanian,
perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata. Sejalan dengan itu, Kota
Kediri memiliki peran strategis dalam penyediaan sarana perkotaan untuk
mendukung kegiatan pendidikan, industri, perdagangan jasa dan pariwisata
yang mampu melayani dalam skala regional (Kediri, Tulungagung,

Trenggalek dan Blitar).
1) Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa serta berada
diantara 111,059 — 112,03% Bujur Timur dan 7,459 - 7,550 Lintang Selatan.
Batas-batas wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Ngasem, dan
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

c. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri; dan

d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen

Kabupaten Kediri.
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Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri
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Sumber: Bappeda, 2024

Luas wilayah Kota Kediri yaitu 6.723 Ha, terbagi menjadi 3 (tiga)

kecamatan, dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mojoroto

mencapai 2.695 Ha atau sekitar 40,08% dari luas keseluruhan Kota Kediri.

Berikutnya Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah mencapai 2.433 Ha

atau sekitar 36,18% dari luas keseluruhan Kota Kediri, dan terkecil adalah

Kecamatan Kota dengan luas mencapai 1.596 Ha atau sekitar 23,74% dari

luas keseluruhan Kota Kediri. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 327 dan

1.477 Rukun Tetangga (RT) dengan masing-masing rincian dapat dilihat

pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri

Kecamatan

Luas

Wilayah

Rukun Warga

Kelurahan

(RW)

Rukun
Tetangga (RT)

1 | Kecamatan Mojoroto 2.695 Ha 14 100 492

2 | Kecamatan Kota 1.596 Ha 17 101 488

3 | Kecamatan Pesantren | 2.433 Ha 15 126 497
Kota Kediri 6.723 Ha 46 327 1.477

Sumber: BPS Kota Kediri, 2023 (Data Diolah)
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Gambar 2. 2 Luas Area (ha) Wilayah Kota Kediri Berdasarkan
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2) Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Kediri dipengaruhi oleh keadaan curah hujan
dan jumlah hari hujan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keberadaan
sumber air dan sungai yang melintasi Kota Kediri. Keberadaan Sungai
Brantas beserta sungai lainnya memberikan dampak nyata terhadap
daerah. Beberapa sungai juga berfungsi sebagai saluran primer, yaitu:
Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parung
sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel
sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan
Mojoroto; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota.

Daftar sungai utama di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. 2 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri

No Nama Sungai Panjang Debit (m3/dtk)
(km) Maks Min
1 | Kresek 5,87 20 2
2 | Parung 3 124 12
3 |Kedak 5,84 223 5
4 | Brantas 7,11 314 14
5 | Ngampel 1,38 45 10
6 | Tawang 7,46 800 200
7 | Bruno 1,93 130 17

Sumber: UPT PSDAWS Puncu Seladono Kota Kediri, 2019

Ketujuh sungai tersebut masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas
dan terbagi ke dalam 5 (lima) subsistem DAS. Berdasarkan RTRW Kota
Kediri Tahun 2024-2044, subsistem DAS di Kota Kediri yaitu subsistem DAS
K. Amunger, K. Badak — Sukorejo, K. Catut — Kedak, K. Ngobo Serinjing, dan
K. Widas dengan peta sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Peta Hidrologi Kota Kediri
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Kota Kediri juga memiliki banyak sumber mata air bersih yang

potensial. Sebaran sumber mata air tersebut dapat dilihat dalam peta

berikut:

Gambar 2. 4 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri
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Sebagian besar sumber mata air berada di Kecamatan Pesantren
sejumlah 16 (enam belas) sumber mata air dengan debit paling besar adalah
mata air Sumber Banteng (10-112 liter/detik). Di Kecamatan Kota ada 5
(lima) sumber mata air dengan debit paling besar adalah Sumber Jiput 45
liter /detik,
mata air dengan debit paling besar adalah Sumber Sendang (0-60

liter/detik).

sedangkan di Kecamatan Mojoroto, terdapat 6 (enam) sumber

3) Penggunaan Lahan

Perkembangan untuk lahan terbangun belum tersebar secara merata.
Penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota dengan sebaran
perkantoran, perdagangan jasa, industri, permukiman kepadatan tinggi dan
wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto didominasi oleh

pariwisata dan pertanian serta
BABII-5
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permukiman kepadatan sedang dan rendah. Sedangkan untuk Kecamatan
Pesantren, didominasi oleh perkantoran, industri, home industry,
permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian. Tutupan lahan
Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Tutupan Lahan di Kota Kediri

ZONA Luas (Ha)

Zona Badan Air 129
Zona Badan Jalan 214
Zona Ruang Terbuka Hijau 151
Zona Kawasan Peruntukan Industri 262
Zona Lahan Kosong 146
Zona Perdagangan dan Jasa 361
Zona Perkantoran 60
Zona Sarana Pelayanan Umum 244
Zona Pertanian 2.504
Zona Transportasi 8
Zona Perumahan 1951
Zona Pengelolaan Persampahan 11
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 14
Zona Pergudangan 1
Zona Perlindungan Setempat 91
Zona Perikanan S
Zona Pertahanan dan Keamanan 86
Zona Lainnya 16
Zona Pariwisata 16
Zona Hutan Produksi 438
Zona Hutan Lindung 15
Kota Kediri 6.723

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
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Gambar 2. 5 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri
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Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Penggunaan lahan terbesar di Kota Kediri adalah pertanian seluas 2.504 Ha
atau 37% dari luas tutupan lahan sebesar 6.723 Ha. Penggunaan lahan
terbesar selanjutnya adalah lahan perumahan seluas 1.951 Ha atau sebesar
29%. Sedangkan penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah

perikanan seluas 5 Ha dan pergudangan sebesar 1 Ha.

4) Kontribusi Ekonomi

Sebagai pusat layanan sekunder dan salah satu motor pertumbuhan
di Jawa Timur bagian selatan, Kota Kediri memiliki kontribusi nyata
terhadap perekonomian provinsi. Pada tahun 2024, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri atas dasar harga berlaku tercatat
mencapai sekitar Rp 168,75 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar
3,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Kota Kediri, 2025).
Dalam skala regional, wilayah eks Karesidenan Kediri (meliputi Kota Kediri,
Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar) menyumbang
sekitar 12,36 persen terhadap perekonomian Jawa Timur. Posisi ini

menegaskan peran penting Kota Kediri sebagai pusat aktivitas industri,
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perdagangan, pendidikan, dan jasa yang mampu menopang dinamika

ekonomi kawasan Mataraman.

Struktur ekonomi Kota Kediri pada tahun 2024 sangat didominasi
oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang hingga 79,64 persen
terhadap total PDRB (BPS Kota Kediri, 2025). Di sisi lain, sektor transportasi
dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,43 persen,
disusul peningkatan signifikan pada konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah
Tangga (LNPRT) sebesar 11,48 persen. Data ini menunjukkan adanya
dinamika positif yang mencerminkan peningkatan arus barang, jasa, dan
aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya
konektivitas antardaerah dan berkembangnya kegiatan sosial-ekonomi
masyarakat, Kota Kediri semakin memperkuat perannya sebagai simpul
distribusi logistik, pusat pendidikan, dan destinasi pariwisata di Jawa Timur
bagian selatan. Dengan demikian, kontribusi ekonomi Kota Kediri tidak
hanya penting bagi wilayah sekitar, tetapi juga strategis dalam memperkuat
ketahanan dan pemerataan pembangunan ekonomi Jawa Timur secara

keseluruhan.

5) Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024-
2044, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk
mewujudkan Kota sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa
dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan. Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur
mengarahkan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kediri
untuk daerah sekitar dengan fungsi pusat pengembangannya adalah pusat
pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan dan kesehatan.
Pada tingkat kota, arah kebijakan pembangunan wilayah yang
ditujukan dalam kebijakan penataan ruang Kota Kediri berfokus pada:
a. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota meliputi :
1) Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
2) Kebijakan pengembangan kota pusat pelayanan kawasan andalan
Kediri — Tulungagung — Blitar;
3) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan; dan
4) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana.

b. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota meliputi:
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1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri dari:

i.

ii.

iii.

iv.

Pengendalian dan perlindungan Badan Air;

Pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan
setempat; dan

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas
kota untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dari luas kota

untuk ruang terbuka hijau privat.

2) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.

1.
ii.

iii.

Pengembangan kawasan budi daya;
Pengelolaan dan penataan sektor informal; dan

Pengembangan tempat evakuasi bencana

c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah kota berupa

pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.

Kota Kediri berada di jalur transportasi regional yang menghubungkan

antara Kota Surabaya dengan Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Malang.

Sehingga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang

berfungsi untuk mendorong sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan

sekunder. Pusat pelayanan kota mempunyai skala pelayanan regional dalam

wilayah Kota Kediri, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat

Kota Kediri dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya.

Deliniasi untuk penentuan pusat pelayanan kota yakni berdasarkan

dominasi kegiatan. Adapun fungsi pusat pelayanan kota ini adalah sebagai

berikut:

a. Pusat Pemerintahan Kota

Pusat pemerintahan Kota Kediri ditandai dengan adanya kantor

walikota dan kantor-kantor pemerintahan lainnya yang terdapat di

kawasan pusat pelayanan kota ini.

b. Pusat Perdagangan Jasa Skala Regional

Kota Kediri memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala

regional yakni dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan (Kediri

Mall, Kediri Town Square); kawasan pertokoan (sepanjang Jalan

Erlangga — Jalan Hayam Wuruk — Jalan Dhoho - Jalan Patimura —

Jalan HOS Cokroaminoto dan sepanjang Jalan P. Sudirman - Jalan

Yos Sudarso); pasar rakyat (Pasar Setonobetek dan Pasar Pahing); dan
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Pasar Grosir yang terdapat di kawasan pusat kota yang mempunyai
skala pelayanan regional. Hal tersebut terjadi karena menjadi
orientasi pemenuhan kebutuhan penduduk di wilayah luar Kota
Kediri seperti dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung,
Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek.
Pusat Kegiatan Industri

Terdapat industri besar berupa industri pengolahan tembakau di
Kelurahan Semampir, Kelurahan Dandangan dan Kelurahan
Balowerti yang terletak di Kecamatan Kota. Selain itu terdapat juga
sentra industri kecil makanan berupa home industry tahu, getuk
pisang, kain tenun, kain batik dan lain sebagainya.
Pusat Pendidikan

Pusat pelayanan pendidikan yang berada di kawasan Kota Kediri
merupakan sarana pendidikan formal tingkat pendidikan dasar,
menengah, dan atas. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah
favorit/unggulan. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan skala
regional berupa perguruan tinggi dan akademi diarahkan ke wilayah
Kota Kediri bagian Barat (Kecamatan Mojoroto) dan sebagian kecil di
wilayah timur (Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pesantren). Sarana
pelayanan pendidikan berbasis agama yang berupa pesantren juga
tersebar di wilayah barat (Pondok Pesantren Lirboyo di Kelurahan
Lirboyo, Kecamatan Mojoroto) dan di wilayah lainnya (Pondok
Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Banjaran, dan lainnya).
Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional

Sarana pendukung fungsi pusat pelayanan kesehatan skala
regional di Kota Kediri berada di RSUD Gambiran di Kelurahan
Pakunden, RSUD Daha Husada di Kelurahan Mojoroto, RS
Bhayangkara di Kelurahan Dandangan, RS DKT di Kelurahan
Semampir, RS Baptis di Kelurahan Bangsal, dan RS Muhammadiyah
di Kelurahan Ngampel.
Pusat Pelayanan Pariwisata

Kegiatan pariwisata antara lain pengembangan pariwisata
Selomangleng, wisata belanja di pusat-pusat perbelanjaan yang ada,
wisata kuliner dan pengembangan akomodasi pariwisata berupa hotel

atau penginapan.
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Untuk menyelaraskan arah pembangunan skala nasional dan
provinsi, maka Kota Kediri memiliki program strategis antara lain : Kawasan
Central Business District (CBD); Kawasan peruntukan industri; Kawasan
Terpadu Mrican; Kawasan GOR Jayabaya; Kawasan Goa Selomangleng —
Gunung Klotok; dan Kawasan kota lama. Tujuan pengembangan kawasan
Central Business District untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal
dan regional melalui kegiatan perdagangan jasa dan sosial budaya yang
disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Adapun arah pengembangannya
berupa pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan CBD sebagai
kawasan perdagangan dan jasa skala regional serta pengembangan pusat
kawasan perkantoran.

Kemudian pengembangan kawasan peruntukan industri bertujuan
untuk meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan non polutan
sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan arahan
pengembangannya adalah pengembangan sarana prasarana penunjang,
penataan lingkungan dan bangunan serta meningkatkan fungsi kawasan
untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri. Selanjutnya
pengembangan Kawasan Terpadu Mrican adalah untuk mewujudkan pusat
perdagangan jasa berbasis perguruan tinggi. Adapun arahan
pengembangannya berupa Pengembangan sarana prasarana penunjang,
penataan bangunan dan lingkungan, meningkatkan fungsi Kawasan
Terpadu Mrican sebagai Kawasan Aglomerasi dengan jenis kegiatan berupa
industri, pendidikan, perdagangan jasa dan perumahan.

Tujuan pengembangan Kawasan GOR Jayabaya adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pusat kegiatan lokal dan
regional dengan arahan pengembangannya berupa pengembangan sarana
dan prasarana penunjang, pengembangan fungsi, penataan bangunan dan
lingkungan kawasan GOR Jayabaya untuk mewujudkan kawasan
campuran. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan Goa Selomangleng
— Gunung Klotok yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata lokal dan
regional. Adapun arahan pengembangannya berupa Pelestarian Kawasan
Gunung Klotok yang terdiri dari Situs/Candi Klotok, Goa Selomangleng,
Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Yang terakhir,
pengembangan kawasan kota lama adalah mengembangkan kawasan sesuai
dengan fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian bangunan, sosial dan

budaya dengan arahan pengembangan berupa Pelestarian Kawasan,
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menjaga fungsi kawasan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan
Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat
pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil dan Masjid Aulia di
Setonogedong, Bank Indonesia di Pocanan, Hotel Merdeka di Balowerti,
Klenteng Tjoe Hwie Kiong di Ringinanom, serta Makam Aulia Sunan Geseng
di Singonegaran.

Gambar 2. 6 Rencana Kawasan Strategis Kota Kediri
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Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan
dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-
kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan
potensinya masing-masing, antara lain:

1. Kawasan Central Business District

Kawasan Central Business District (CBD) merupakan kawasan
strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa
berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di
pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Pada kawasan perdagangan dan

jasa ini meliputi:
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a. Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah dan Sayur
Ngronggo, serta Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar
untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.

b. Pertokoan di sepanjang Jl. Pattimura dengan kegiatan perdagangan
skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat
perlengkapan sehari-hari.

c. Pertokoan di sepanjang Jl. Dhoho - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Urip
Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar
untuk jenis barang campuran seperti garmen, elektronika, jasa bank,
showroom motor-mobil, dan lainnya.

d. Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jl.
Brawijaya Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Hasanuddin.

e. Perkantoran yang terdapat di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl.
Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Jendral Basuki Rakhmat.

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana
pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi
pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/bagian
wilayah kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat
perbelanjaan berupa shopping centre, pertokoan, showroom, bank dan
grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jl. Dhoho, Jl.
Patimura, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga dan Jl.
Pahlawan Kusuma Bangsa; serta pengembangan toko modern yang tersebar
di seluruh wilayah Kota Kediri. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa
juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti
pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar
penjualan souvenir Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra
pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kelurahan
Banjarmlati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di
Kelurahan Pocanan. Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa yang akan
dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir

elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar showroom di Kelurahan Blabak.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri meliputi
kawasan peruntukan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah
(SIKM). Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri

besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri
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rokok PT Gudang Garam, Tbk. di Kelurahan Semampir, Dandangan dan
Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican
dan Pesantren. Kemudian industri menengah berupa industri pergudangan
di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan
Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota.
Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan
Blabak, Kecamatan Pesantren serta industri kecil lainnya yang tersebar di
beberapa wilayah di Kota Kediri.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) meliputi
sentra kerajinan batik di Kelurahan Dermo, Mrican, Dandangan dan
Rejomulyo; sentra kerajinan tenun di Kelurahan Bandar Kidul; sentra tahu
di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang; sentra stik
tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem; sentra madumongso dan
getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; serta
sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan
pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan Balowerti,
Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan
Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan
Blabak).

Mengingat sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar
terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Kediri, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arahan yang dilakukan
adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di
Kelurahan Blabak, Betet dan Bawang.

Rencana penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi, untuk kawasan industri meliputi:

a. Industri besar, terdapat Industri Rokok di Kelurahan Semampir,
Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, Industri Pabrik Gula di
Kelurahan Mrican, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Pesantren.

b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan
Blabak — Betet — Bawang.

c. Pengembangan dan penataan sentra industri rumah tangga (home
industry) yakni home industry tenun di Kelurahan Bandar Kidul; home
industry batik di Kelurahan Dermo, Rejomulyo dan Dandangan; home

industry pengolahan makanan (tahu) di Jalan Pattimura.
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3. Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan bandara di

Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan perkembangan

kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jl. Sersan Bahrun - Jl. Gatot Subroto)

serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain :

a. Industri (Pabrik Gula Meritjan dan IKM batik);

b. Pendidikan (kampus Universitas Brawijaya);

c. Perdagangan-jasa;

d. Perumahan untuk disewakan (kost).

4. Kawasan GOR Jayabaya

Merupakan bagian dari Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Banjarmlati,

kawasan GOR Jayabaya direncanakan sebagai kawasan superblok dengan

peruntukan fungsi sebagai kawasan permukiman, olahraga, perdagangan-

jasa dan pelayanan publik. Secara sederhana, superblok dapat dimaknai

sebagai konsep pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan fungsi lahan

melalui integrasi berbagai fasilitas publik dalam satu kawasan. Adapun

rencana pengembangan berdasarkan Masterplan Pengembangan Kawasan

GOR Jayabaya yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya

Zona Rencana Peruntukan Lahan Luas (ha)

A 3.93
publik, kawasan olahraga, dan rekreasi

B Pusat UMKM, pusat pengembangan IPTEKS, dan 3.49
convention hall

C Parkir umum dan terminal wisata 3.44
Permukiman kepadatan rendah-sedang, pendidikan, 3.58
pusat kuliner, komersial skala kawasan, dan
peribadatan

E Kawasan olahraga dan rekreasi 3.50
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik 2.05
Campuran kawasan komersial skala regional, hotel, dan 5.46
apartemen

H Campuran kawasan, komersial, perkantoran, mall 6.25
layanan publik, RTH/ruang publik, dan rekreasi.

Total 31.7

Sumber: Bappeda, 2021
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5. Kawasan Goa Selomangleng — Gunung Klotok

Kawasan strategis Goa Selomangleng — Gunung Klotok terdiri dari
Pelestarian Kawasan Gunung Klotok dimana pada kawasan tersebut
terdapat Situs/Candi Klotok, patirtan (pemandian), Goa Selomangleng,
Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Dalam pengembangan
kawasan wisata Goa Selomangleng perlu adanya Nota Kesepahaman dengan
Perum Perhutani karena kawasan Situs/Candi Klotok berada dalam

kawasan yang dikelola oleh perhutani.

6. Kawasan Kota Lama

Kawasan Kota Lama yang berlokasi di dalam area Central Business
District (CBD) sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan
sebagai kawasan unggulan perdagangan-jasa sekaligus wisata sejarah. Di
kawasan tersebut terdapat bangunan ikonik bersejarah Klenteng Tri
Dharma Tjoe Hwie Kiong, bangunan-bangunan lama dengan gaya arsitektur
klasik serta sentra oleh-oleh khas Kediri di sepanjang Jl. Yos Sudarso.
Revitalisasi dan pengembangan kawasan ini dipandang perlu untuk
mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi wisata alternatif sekaligus
menghindarkan pertumbuhan yang tidak terkendali (unmanaged growth)
yang dapat menghilangkan nilai-nilai historis kawasan. Pengalaman dari
beberapa kota yang melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap kawasan
kota lama terbukti memberikan implikasi positif dari sisi peningkatan
kunjungan wisata, preservasi bangunan bersejarah serta mendorong geliat

perekonomian di kawasan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kota Kediri memiliki potensi sumber daya alam yang relatif terbatas
jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Kediri,
karena wilayahnya yang tidak terlalu luas dan sudah berkembang sebagai
kawasan urban. Berikut ini diuraikan beberapa potensi sumber daya alam

yang ada di wilayah Kota Kediri.

1) Sumber Daya Air

Kota Kediri dilalui oleh sungai terpanjang di Jawa Timur yaitu Sungai
Brantas yang membelah wilayah Kota Kediri sepanjang 7,11 km. Secara
umum, Sungai Brantas memiliki debit air berkisar antara 14 - 314 m3/detik

tergantung kondisi cuaca dan curah hujan di sepanjang Daerah Aliran
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Sungai (DAS). Sungai ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan
sebagai sumber air baku serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Namun
dengan semakin berkembangnya aktivitas sosial-ekonomi di wilayah-
wilayah yang dilalui Sungai Brantas, pemerintah daerah dihadapkan pada
tantangan besar untuk mencegah pencemaran sungai dari berbagai jenis
limbah sekaligus menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya.

Gambar 2. 7 Peta Sistem Sumber Daya Air Kota Kediri
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Sumber: Bappeda, 2024

Selain Sungai Brantas, Kota Kediri juga memiliki sumber-sumber
mata air yang tersebar di 11 (sebelas) Kelurahan. Sebagaimana telah
dijelaskan pada uraian sebelumnya, terdapat 27 sumber mata air dengan
pemanfaatan yang bervariasi, di antaranya untuk keperluan irigasi
pertanian, keperluan rumah tangga dan destinasi wisata. Namun perlu
dicatat, beberapa sumber mata air mengalami kondisi kekeringan terutama
pada musim kemarau yang berpengaruh pada debit air. Mengingat
kompleksnya upaya pelestarian sumber-sumber mata air, diperlukan
kolaborasi antar pemangku kepentingan agar perlindungan terhadap
kawasan konservasi mata air dapat dijalankan secara integral dan

konsisten.
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2) Pertanian dan Perikanan

Tutupan lahan di Kota Kediri masih didominasi oleh pertanian seluas
2.503,96 Ha atau sebesar 37,24% dari luas wilayah Kota Kediri.
Pengembangan sektor pertanian di Kota Kediri didukung dengan adanya
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana luas Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.441,95 Ha, yang terdiri dari Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 509,96 Ha yang merupakan
aset milik Pemerintah Kota Kediri dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LCP2B) seluas 931,99 Ha. Adapun luas panen sawah dalam
setahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Luas Panen Sawah Dalam Setahun (Ha)
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Luas Panen sawah dalam
1,830 1,729 | 1,421 1,383 1,164
setahun (Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Komoditas tanaman pangan di Kota Kediri antara lain tanaman padi

dan jagung dengan produktivitas tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas tanaman 2020 2021 2022 2023 2024
pangan (ton/Ha)

Jagung 8.4 8.39 8.25 8.63 8.75

Padi 7.29 7.55 7.28 7.35 7.33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2024

Produktivitas tanaman pangan di Kota Kediri menunjukkan tren
meningkat walaupun luas lahan sawah terus menurun. Hal ini dikarenakan
adanya penyuluhan dan peningkatan kapasitas kepada petani sehingga

dapat meningkatkan produktivitasnya.
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Gambar 2. 8 Peta Kawasan Pertanian Kota Kediri

2
0, /“‘-'J? PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Bop (i f S PROVINSI JAWA TIMUR
Wrican J PETA KAWASAN PERTANIAN
f""'».? Vi KOTA KEDIRI
! Iong! KETERANGAN :
J 2
Sammplsy ———rry Batas Administrast Perairan
e i : \ -q -— g-m:w o Sungal &
' St =< Batas Kecamatan 4
-.,.-—, s e \ { Botas Keurahan
7 ! 4 semampir |
/ . % oy »f “L....,.‘ﬂ' Potens| Sumber Daya Alam
g %20 et \ AR A ! ) Jarngan Sumber Daya Air
Sukorams. ] ) l‘ 3 JDarddangan I~ Kawasan Perfanan
i ¥ ! uewer - o 2
| & ! - 3 ’ andw;: e d Wno Hay
! i Pocanan ol Hta
= a T LR
7 £ &\ = " Banis Vs
. a1 'R ;
( £ ndar Lo \ Y/ . ."'-\-‘A:‘-:r\i
) e . i g wrongan
hku\w“—"t\l 'MW?’/ i P !- 5 "T' P
i ] by i ! [~
7 £ Boodar it } frod X Bangsal e,
: Fo ! 3 > ,"\
= — ." ; Nl T,
Tomanan'{ B insenss Jesans y
,‘ Y [P sonarmiarn & | iy N e Peanriren
\\mg'\}".\ ‘- R £ Hets
.\-l‘- Ngro) hﬁ?‘mmﬂ = | tamsaren B = :
nago / { ~
/ , —\_--.,‘ _— '\:’
i j - o N, 8 ’
y Ay o
émmmo "‘;' Retomaryo ~ Bora!
/ H -
) o
Pt T k.
U A T, Blabar
I ' '\—\-....
NASIONALZZ y = N
4 T i
e “; : E:'(E USGS, FAD, NP8, NRCAN, GeoB:
Sourcas: Esn, H Garm CEBCO, USGS, FAD, NPE NRCAN, GeoBase
0 05 1 2 3 4 -3 IGN, Kadaster NL ng Kong). (c) OpenStreetilap
= gontributors, and the GIS Ut

Sumber: Bappeda, 2024

Selain sektor pertanian Kota Kediri juga terdapat sektor perikanan.
Jenis-jenis kegiatan perikanan meliputi pembudidayaan ikan melalui
pembinaan, penyuluhan dan pengembangan bibit ikan unggul. Adapun

jumlah produksi perikanan tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2. 7 Produksi Perikanan (kwintal)
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Produksi perikanan 1466,5 | 1840,0 | 1861,0 | 1878,0 | 1898,0

(kwintal)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

3) Potensi Ekonomi dari Pariwisata Alam
Salah satu atribut ekologis yang dimiliki oleh Kota Kediri adalah

kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap di kawasan Gunung
Klotok yang berlokasi di bagian barat wilayah kota. Hutan lindung dan
hutan produksi tetap dimaksud memiliki luas kawasan masing-masing 42
Ha dan 254 Ha. Selain berfungsi untuk menjaga keseimbangan neraca air

dan produksi hasil hutan, Gunung Klotok sangat potensial untuk
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dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis alam (ekowisata). Agar
potensi ekonomi tersebut dapat dioptimalkan, sebagai langkah awal
diperlukan kajian akademis yang mendalam agar pembangunan
kepariwisataan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan

lingkungan.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar keduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung menjadi salah
satu dasar dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang, rencana
pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta kebijakan,
rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko
lingkungan hidup. Untuk mendukung pembangunan daerah perlu
memperhatikan hasil kajian daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem,

sebagai berikut:

a. Jasa Ekosistem dipengaruhi oleh dua komponen penting yakni
ekoregion dan tutupan lahan. Ekoregion yang mendominasi di Kota
Kediri adalah Dataran Fluvio Gunung Api sebesar 6.028,39 Ha.
Sedangkan penggunaan lahan di Kota Kediri yang mendominasi adalah
pertanian yang luasnya mencapai 2.441,16 Ha dari total luas wilayah
Kota Kediri.

b. Jasa ekosistem dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya
dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Kecamatan yang
memiliki wilayah kategori I atau prioritas pertama paling besar adalah
Kecamatan Mojoroto yang memiliki luasan wilayah prioritas I sebesar
596,26 hektar. Dengan demikian untuk wilayah yang mendapatkan
prioritas dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait
dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan adalah
Kecamatan Mojoroto.

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa
ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem penyedia (penyedia pangan,
penyedia air bersih, penyedia serat fiber, penyedia bahan bakar, dan
penyedia sumber daya genetik) memiliki nilai jasa ekosistem yang
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bervariasi. Jasa ekosistem penyedia pangan dominan pada kelas
sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia air bersih dominan pada
kelas sangat tinggi, jasa ekosistem penyedia serat fiber dominan pada
kelas sedang, dan jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik
dominan pada kelas sedang.

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa
ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pengaturan memiliki
dominan nilai sebagai berikut: pengaturan iklim memiliki nilai jasa
ekosistem pada dominan kelas tinggi, pengaturan tata aliran air dan
banjir pada kelas sedang, pengaturan pencegahan dan perlindungan
bencana pada kelas tinggi, pengaturan pemurnian air pada kelas tinggi,
pengaturan pengolahan dan pengurai limbah pada kelas sangat
tinggi, pengaturan pemeliharaan kualitas udara pada kelas sedang,
pengaturan penyerbukan alami pada kelas sangat tinggi, dan
pengaturan pengendalian hama penyakit pada kelas sangat tinggi.

e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa
ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem budaya memiliki dominan
nilai sebagai berikut: jasa ekosistem budaya untuk permukiman
dominan pada kelas sedang, untuk ekowisata pada kelas sangat
rendah, untuk estetika alam pada kelas sedang, pembentukan
tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kelas sedang, pendukung
siklus hara pada kelas sangat tinggi, produksi primer pada kelas

tinggi, dan pendukung keanekaragaman hayati pada kelas tinggi.

Peta daya dukung Kota Kediri untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar berikut ini:
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Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Kota Kediri
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Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Kediri
Tahun 2025 - 2029 diperoleh hasil kondisi eksisting dan proyeksi daya
dukung daya tampung Kota Kediri sebegai berikut:
1. Kebutuhan Air
Data yang digunakan untuk proses perhitungan kebutuhan air tahun
2023, terdiri atas jumlah penduduk tahun 2023, luas penggunaan
lahan dan jumlah ternak dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Kediri
Tahun 2020 - 2024 yang disesuaikan menurut sumber Badan Pusat
Statistik. Setiap jenis kegiatan mempunyai standar kebutuhan air
yang berbeda sehingga perlu dilakukan konversi menjadi m3/tahun.

Hasil perhitungan disajikan sebagai berikut:
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Tabel 2. 8 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2023

Uraian Jumlah Satuan Kebutuhan air Kebutuhan air
Penduduk (liter/orang/hari) (m3/tahun)
Kecamatan 118.821 | jiwa 120 5.022.704
Mojoroto
Kecamatan 86.752 | jiwa 120 3.916.644
Kota
Kecamatan 89.652 | jiwa 120 3.991.507
Pesantren
Kota Kediri 205.225 |  jiwa 120 12.930.855
Bis::san Kebutuhan air Kebutuhan air
(liter/detik/ha) (m3/tahun)
Sawah 3.271,93 Ha 0,231 23.835.406,3
Kawasan 596,97 | Ha 0,75 14.119.490,93
Industri
Uraian Satuan Kebutuhan air Kebutuhan air
Ternak (liter/ternak/hari) (m3/tahun)
Sapi 3.051 ekor 40 44.544,6
Kerbau 37 ekor 40 540,2
Kuda 6 ekor 40 87,6
Kambing 5.149 ekor ) 9.396,93
Domba 2.605 ekor 5 4.754,13
Unggas 345.590 ekor 0,6 75.684,21
Total 51.020.759,91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Selanjutnya, Kebutuhan air pada tahun 2029 diperoleh melalui
proyeksi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan,
sedangkan kebutuhan air untuk ternak diasumsikan tetap. Luas
penggunaan lahan dan jumlah ternak dalam KLHS Perubahan RPJMD
Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 yang disesuaikan menurut sumber
Badan Pusat Statistik. Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai
berikut:

Tabel 2. 9 Perhitungan Kebutuhan Air Tahun 2029

Kebutuhan air
(m3/tahun)

Kebutuhan air
(liter/ orang/hari)

Jumlah

Penduduk Satuac

Uraian

Proyeksi
Jumlah
Penduduk
2029

312.690 120 13.695.822

jiwa

Besaran
Luas
Lahan

Kebutuhan air
(m3/tahun)

Kebutuhan air

Satuan i er/detik/ha)

Uraian

Sawah 3.271,93 | Ha 0,231 23.835.406,30
Kawasan 596,97 | Ha 0,75 14.119.490,93
industry
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Jumlah

Kebutuhan air

Kebutuhan air

S Ternak (liter/ternak/hari) (m3/tahun)
Sapi 3.051 | ekor 40 44.544,60
Kerbau 37 | ekor 40 540,2
Kuda 6 | ekor 40 87,6
Kambing 5.149 | ekor S 9.396,93
Domba 2.605 | ekor 5 4.754,13
Unggas 345.590 | ekor 0,6 75.684,21

Total 51.785.726,9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan ketersediaan
dan kebutuhan air, daya dukung air Kota Kediri berstatus belum
terlampaui pada tahun 2023 sampai dengan 2029. Peningkatan
kebutuhan air pada tahun 2029 karena kenaikan jumlah penduduk
juga berpengaruh terhadap bertambahnya kebutuhan air. Jumlah
penduduk diproyeksikan mengalami kenaikan dari 295.225 jiwa pada
tahun 2023 menjadi 312.690 jiwa pada tahun 2029.
Tabel 2. 10 Status Daya Dukung Air Permukaan Kota Kediri

No Tahun Kete.rsedlaan Kebutuhan Air Status
Air (m3) (m3)

1 2023 59.589.131,50 51.020.759,91 Belum

Terlampaui

2 2029 85.979.714,16 51.785.726,0 | BElUm

Terlampaui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan,2024

2. Daya dukung daya tampung lahan pertanian
Konsep daya dukung wilayah untuk lahan pertanian
menerapkan ambang batas kritis daya dukung, yaitu jumlah populasi
terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan
yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, daya
dukung lahan pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan
yang tersedia dengan jumlah petani. Dengan demikian, data yang
perlu diketahui meliputi luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan
fisik minimum, dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan

daya dukung lahan pertanian dilakukan menurut daya dukung

masing-masing kecamatan yang disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel 2. 11 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2023

Jumlah Luas KFM Produksi
Kecamatan Penduduk Panen (kg/kapita/th) Lahan Rata- DDL Status
(Ha) rata (kg/ha)
Mojoroto 118.821 458,90 480 5.688,69 | 0,05 | Terlampaui
Kota 86.752 267,78 480 5.688,69 | 0,04 | Terlampaui
Pesantren 89.652 785,30 480 5.688,69 | 0,10 | Terlampaui
Kota Kediri 295.225 | 1.511,98 480 5.688,69 | 0,06 | Terlampaui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kota
Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan karena nilai

daya dukung lahan pertanian <1 atau terlampaui.

b. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2029

Proyeksi daya dukung lahan pertanian pada tahun 2029 dihitung
dengan memproyeksikan jumlah penduduk, sedangkan aspek-aspek

lain diasumsikan bernilai tetap. Hasil perhitungan daya dukung lahan

pertanian Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2029

KFM

Jumlah Luas (ke/ Produksi
Kecamatan Panen g Lahan Rata- DDL Status
Penduduk kapita/
(Ha) th) rata (kg/ha)

Mojoroto 124.972 458,90 480 5.688,69 0,04 | Terlampaui
Kota 92.450 267,78 480 5.688,69 0,03 | Terlampaui
Pesantren 95.268 785,30 480 5.688,69 0,10 | Terlampaui
Kota Kediri | 312.690 1.511,98 | 480 5.688,69 0,08 | Terlampaui

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kota Kediri
mempunyai nilai daya dukung lahan pertanian 0,08. Dengan
demikian, Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan

karena nilai daya dukung lahan pertanian <1 atau terlampaui.

3. Daya dukung lahan terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perumahan dan kawasan permukiman, upaya pemenuhan rumah
yang layak huni melalui kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya
Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kota Kediri
mempunyai karakteristik kepadatan penduduk cukup tinggi karena

luas wilayah yang relatif kecil. Pusat kegiatan berada di Kecamatan
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Kota dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada
kecamatan lain sehingga mempunyai daya tarik lebih tinggi. Oleh
karena itu, pembangunan fasilitas layanan perlu dilakukan secara

merata. Adapun daya dukung lahan permukiman Tahun 2023

sebagaimana dalam tabel berikut:

Luas

Tabel 2. 13 Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Kediri Tahun 2023

Luas Luas Luas Lahan Koefisi
Kecama Bangu Lahan en Keteran
Terban
tan nan Infrastru gun Bangu gan
(Ha) ktur (Ha) (Ha) nan

Mojoroto | 2.695 | 687,17 | 206,151 893,321 | 0,7 2,11 Sedang

Kota 1.596 | 486,60 145,980 | 632,580 0,7 1,77 | Sedang

Eesantre 2.432 | 486,60 | 145,980 | 632,580 0,7 2,69 | Sedang
Kota Kediri | 6.723 | 1"°00| 498,111 | 21584 0,7| 2,18 | Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai daya
dukung lahan bangunan (DDLB) di masing-masing kecamatan dan
Kota Kediri secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang atau
bersyarat. Kecamatan Kota mempunyai luas bangunan sama dengan
Kecamatan Pesantren, namun luas wilayah lebih kecil daripada
Kecamatan Pesantren. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai
DDLB Kecamatan Kota menjadi yang terendah di Kota Kediri.

Untuk mengetahui kemampuan lahan dalam mendukung
penggunaan lahan permukiman, dilakukan proyeksi daya dukung
lahan bangunan. Proyeksi didasarkan atas jumlah penduduk pada
tahun 2029 untuk menghitung proyeksi jumlah rumah tangga yang
mencerminkan kebutuhan jumlah rumah dan luas lahan. Koefisien
jumlah rumah tangga sebesar 3,04 menurut Badan Pusat Statistik,
sedangkan kebutuhan luas lahan per unit rumah adalah 100 m?2
menurut SNI 03-1733-2004. Berdasarkan hasil proyeksi, daya

dukung lahan bangunan tahun 2029 mempunyai kategori sedang di
Kecamatan Kota, sedangkan kecamatan lain dan Kota Kediri secara
keseluruhan berkategori baik. Oleh karena itu, Kota Kediri perlu
menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian
pembangunan lahan terbangun sehingga kemampuan lahan dapat

berkelanjutan pada masa mendatang.
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Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Bangunan Kota Kediri Tahun 2029

Luas Jumlah Jumlah Rumah BarI:u::rslan Luas Lahan LI::;sn Koefisien DDL

Kecamatan Wilayah Penduduk Tangga/Rumah gur Infrastruktur
A . (Permukiman) Terbangun Bangunan Bangunan

(Ha) (Jiwa) (Unit) (Ha) (Ha) (Ha)
Mojoroto 2.695 124.972 41.109 411,09 123,33 534,42 0,7 3,53
Kota 1.596 92.450 30.411 304,11 91,23 395,35 0,7 2,83
Pesantren 2.432 95.268 31.338 313,38 94,01 407,40 0,7 4,18
E:«tiai‘ri 6.723 | 312.690 102.859 1.028,59 308,58 1.337,16 0,7 3,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024
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4. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung adalah kemampuan lingkungan
alami untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologisnya. Seperti
menjaga keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan udara,
serta melindungi tanah dari erosi. Ada 5 kategori tingkat kualitas daya
dukung fungsi lindung yaitu Sangat Rendah (0-0,20); Rendah (0,20-
0,40); Sedang (0,40-0,60), Baik (0,60-0,80) dan Sangat Baik (0,80-1).
Untuk menghitungnya menggunakan metode Rushton sebagai

berikut:

LLgll.al + Lgl2.a2 + Lgl3.a3 + ...+ Lgln.an
LW

DDL =

Keterangan:

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)

an = koefisien lindung untuk guna lahan
LW = luasan wilayah (ha)

Luas Guna Lahan jenis n diperoleh dari dokumen KLHS
perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang disesuaikan
dengan luas wilayah dalam Kota Kediri Dalam Angka 2024. Hasil
perhitungan daya dukung fungsi lindung disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 2. 15 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota
Kediri Tahun 2023

Jenis Penggunaan Luas (Ha) Luas Koefisien (Lgln x an)
Lahan (Lgln) (%) Lindung (an) g
Permukiman 1.741,13 | 25.90% 0,18 313,40
Perdagangan dan Jasa 157,95 2.35% 0,18 28,43
Perkantoran 102,40 1.52% 0,18 18,43
Pelayanan Umum 148,84 2.21% 0,18 26,79
Industri dan 187,26 2.79% 0.18 33,71

Pergudangan

Pariwisata 6,52 0.10% 0,18 1,17
Rl_,}ang Terbuka Non 63,51 0.94% 0.1 6.35
Hijau

Ruang Terbuka Hijau 34,14 0.51% 0,5 17,07
Peruntukan Sektor 0,52 0.01% 0.18 0,09
Informal

Pertanian 3.271,93 | 48.67% 0,46 1.505,09
Ladang/Kebun Campur 677,41 | 10.08% 0,21 142,26
Hutan 173,30 2.58% 1 173,30
Kawasan Militer 26,86 0.40% 0,18 4,84
Stasiun 0,05 0.00% 0,18 0,01
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Jenis Penggunaan Luas (Ha) Luas Koefisien (Lgln x an)
Lahan (Lgln) (%) Lindung (an) g

TPA dan IPLT 1,17 0.02% 0,18 0,21

Terminal 2,94 0.04% 0,18 0,53

Sungai 127,07 1.89% 0,98 124,53

Total 6.723 100% > (lgn x an) 2.396,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

DDL Fungsi Lindung = 2.396,20 / 6.723 = 0,36

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kota Kediri mempunyai daya
dukung fungsi lindung yang tergolong dalam kelas rendah. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan dalam mendukung fungsi
lindung (seperti resapan air, penyediaan ruang hijau, dan perlindungan
ekosistem) tidak sebanding dengan tekanan aktivitas manusia yang terjadi.
Dengan kata lain, kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan
lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga
keseimbangan ekosistem. Dapat disimpulkan bahwa saat ini Kota Kediri
lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Daya dukung rendah juga
merupakan indikator peringatan dini bahwa fungsi lindung kota sudah

jauh berkurang dan perlu segera dipulihkan.

5. Daya tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah
kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan
perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan.
Perbandingan daya dukung lahan (A) dengan konsumsi lahan dapat
digambarkan jika nilai A lebih besar daripada nilai konsumsi lahan yang
ditentukan maka populasi penduduk telah melebihi daya dukung
lingkungannya (lebih dari ambang batas). Nilai daya dukung lahan
ditunjukkan melalui konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran
populasi kota. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 hasil
perhitungan daya tampung wilayah Kota Kediri Tahun 2023
menggunakan rumus sebagai berikut:
L = 6.723 ha (BPS Kota Kediri)
P (2023) = 295.225 jiwa (Registrasi Penduduk, BPS Kota Kediri)
A (2023)=L / P=6.723 / 295.225 = 0,023 ha/jiwa

Dengan demikian, daya tampung wilayah Kota Kediri pada tahun
2023 sebesar 0,023 ha/jiwa dan daya tampung pada tahun 2024 adalah
0,022 (=6.723/298.230). suatu untuk

Kemampuan wilayah
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menyediakan lahan permukiman bagi penduduknya perlu diketahui
keberlanjutannya. Untuk mengetahui daya tampung wilayah Kota Kediri
pada tahun-tahun selanjutnya, proyeksi perlu dilakukan menggunakan
data proyeksi jumlah penduduk dan mengasumsikan luas lahan tetap
sama dengan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan proyeksi daya
tampung wilayah Kota Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2. 16 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Kediri Menurut
Kecamatan Tahun 2025 - 2029

Daya Tampung Wilayah

2025 2026 2027 2028 2029

1 | Mojoroto 0,022 |0,022 |0,022 |0,022
2 | Kota 0,018 |0,018 |0,018 |0,017 |0,017
3 Pesantren 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026
Kota Kediri 0,022 |0,022 |0,022 |0,022 |0,022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2024

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan daya tampung
wilayah di Kota Kediri pada tahun 2025 sebesar 0,022 ha/jiwa sampai
tahun 2029 menunjukkan nilai yang sama. Apabila nilai tersebut
dibandingkan dengan standar kriteria Yeates, Kota Kediri memiliki
daya tampung wilayah yang sudah terlampaui untuk menampung
jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun

2029.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
Kemandirian pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah
mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri,
stabil, dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dukungan ketersediaan air
untuk irigasi dan energi untuk produksi, pengolahan, hingga distribusi

pangan.

1) Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang

digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan
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di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan tiga
aspek, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan konsumsi
pangan. Adapun IKP dihitung mulai tahun 2020 dan sampai dengan tahun

2024 terdapat kenaikan sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kota Kediri
Tahun 2020 - 2024

Tahun ‘ 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks 71,16 68,60 73,95 76,42 76,67
Ketahanan
Pangan (IKP)

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Peningkatan nilai IKP menunjukkan bahwa Kota Kediri secara umum
telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya
mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga indikator penting
dari kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dikarenakan adanya
kolaborasi antara pemerintah, sektor pertanian, dan masyarakat untuk
menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkelanjutan dalam aspek
pangan. Dengan upaya terus-menerus Kota Kediri dapat memperkuat

posisinya sebagai wilayah yang memiliki ketahanan pangan yang baik.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan
sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi
sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang
dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (FAO, 2021). Selanjutnya,
prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of
Undernourishment atau PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi
tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak
cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup
normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU
dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah Minimum
Dietary Energy Requirement (MDER). MDER populasi digunakan sebagai
proksi ambang batas (threshold) dan dihitung berdasarkan rata-rata
tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia
dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014). Indikator PoU

selaras dengan tujuan kedua SDGs yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger).
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Inti dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian
berkelanjutan (Bappenas, 2017).

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari
masalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian (2021), terdapat tiga aspek yang menjadi pilar
ketahanan pangan diantaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek
ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dari ketiga aspek
tersebut, terdapat dua aspek yang relevan terhadap faktor yang
mempengaruhi  ketidakcukupan  konsumsi pangan yaitu aspek
keterjangkauan pangan dan aspek ketersediaan pangan. Adapun angka PoU
Kota Kediri tahun 2020 — 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Kediri
Tahun 2020 - 2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Prevalensi Ketidakcukupan 719 | 6.37 6.41 6.6 531
Konsumsi Pangan
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2020 PoU Kota Kediri mengalami peningkatan yang
signifikan yakni sebesar 1,32% hal tersebut dikarenakan terdapatnya
pandemi Covid-19. Sementara itu, selama rentang tahun 2021 — 2023, PoU
cenderung stagnan pada angka 6%, hal tersebut dikarenakan Kota Kediri
yang secara reguler melaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun
Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga pangan

sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

3) Konsumsi Listrik

Konsumsi listrik dihitung berdasarkan penggunaan energi listrik oleh
individu, rumah tangga, bisnis, industri, dan sektor lainnya untuk
menjalankan berbagai aktivitas dan peralatan yang bergantung pada tenaga
listrik. Konsumsi listrik sering kali digunakan sebagai indikator efisiensi
energi, tingkat perkembangan ekonomi, serta pola konsumsi energi di suatu
negara atau daerah. Peningkatan konsumsi listrik dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi,
perkembangan teknologi, serta pola konsumsi yang semakin canggih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri, jumlah produksi
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listrik di Kota Kediri setiap tahunnya masih lebih tinggi jika dibandingkan
dengan jumlah listrik terjual.

Tabel 2. 19 Konsumsi Listrik Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Tahun ‘ 2020 ‘ 2021 2022 2023 2024
“;‘Ijlr\lnlah Pelanggan g4 540 96.463 99.787 100.780 121.883
(ngt;l)‘ terual - 1336.850.952 | 350.284.371 | 335.446.663 | 30.610.017 | 494.730.848

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025

4) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana
masyarakat di wilayah perkotaan dapat menikmati layanan air minum
berkualitas yang dialirkan langsung ke rumah melalui jaringan perpipaan.
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang
memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dengan jumlah total
rumah tangga di daerah perkotaan. Melalui indikator ini, dapat terlihat
ketersediaan infrastruktur dasar yang sangat menentukan kualitas hidup
masyarakat, sekaligus mencerminkan efektivitas penyediaan layanan publik
di sektor air minum.

Pada periode tahun 2020 hingga 2023, belum tersedia hasil
perhitungan terhadap indikator ini, sehingga data yang dapat dijadikan
acuan masih kosong. Oleh karena itu, untuk menetapkan baseline dalam
perencanaan target pada tahun 2025-2030, dilakukan perhitungan awal
pada tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 22,34% rumah
tangga perkotaan yang telah memiliki akses terhadap air siap minum
perpipaan. Angka ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi
peningkatan cakupan layanan air minum di masa mendatang, sekaligus
menegaskan perlunya langkah terukur untuk memperluas jangkauan
sistem perpipaan agar lebih banyak rumah tangga dapat merasakan

manfaatnya.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk
mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikembangkan
secara nasional mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dengan menggunakan Indeks Lingkungan Berbasis Wilayah
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(kabupaten/kota/provinsi). Indikator ini menjadi acuan bagi semua pihak
sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan dan program kinerja
perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan dari
IKLH akan mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin
pada meningkatnya kualitas air dan udara untuk mewujudkan
pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat yang
sehat dan bersih. Pengetahuan akan kondisi kualitas lingkungan hidup
akan membantu pengalokasian sumber daya alam secara lebih akurat agar
penggunaannya lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penghitungan IKLH
terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas
Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara umum,
selama 5 (lima) tahun kualitas lingkungan hidup di Kota Kediri terus
meningkat karena adanya pembinaan pelaku usaha untuk melengkapi
usahanya dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agar outlet air
limbah menuju sungai telah sesuai baku mutu dan adanya kegiatan Car
Free Day, maupun gerakan penanaman pohon yang meningkatkan kualitas

udara. Adapun capaian IKLH dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri
Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

IKLH - 61.06 63.59 65.38 65.26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2024

a) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan untuk menilai tingkatan kualitas
air dari suatu perairan. Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai
utama dengan 7 (tujuh) parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat,
Fecal Coli dan Coliform. Kota Kediri memiliki nilai IKA yang menunjukkan
tren fluktuatif karena masih tingginya tingkat pencemaran. Semakin
beragamnya aktivitas masyarakat setiap tahunnya menjadi penyebab
meningkatnya kebutuhan akan air, begitu pula pada tingkat kualitas air.
Hal ini disebabkan karena pemenuhan kegiatan sehari-hari masyarakat
Kota Kediri masih sangat tinggi dalam pemanfaatan air. Pengukuran IKA
dilakukan dengan membandingkan jumlah sampel air sungai yang tercemar
dengan jumlah sampel yang diambil. Dari 43 (empat puluh tiga) sampel titik

air sungai yang diuji disimpulkan bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan)
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sampel memenuhi baku mutu, sebanyak 9 (sembilan) sampel tercemar
ringan, sebanyak 6 (enam) sampel tercemar sedang dan untuk yang
tercemar berat nihil (O) sampel. Adapun IKA Kota Kediri selama tahun 2020-
2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 21 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021

IKA - 50 58.24 62.86 62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri 2025

Faktor penghambat peningkatan indeks kualitas air adalah masih
kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri untuk tidak
membuang sampah ke sungai, penggunaan pupuk kimia yang tidak hanya
berasal dari wilayah Kota Kediri namun dimulai dari hulu Sungai Brantas
dan juga masih ada pelaku usaha yang belum mengolah limbahnya sesuai
baku mutu air sebelum dibuang melalui saluran drainase yang bermuara
ke sungai. Sedangkan faktor pendukung peningkatan indeks kualitas air
adalah adanya gerakan bersih sungai dan pemantauan rutin, serta upaya

peningkatan wawasan pelaku usaha serta pengendalian limbah industri.

b) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk mengukur tingkat
polusi udara berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara, yaitu karbon
monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan
sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan
terhadap kehidupan manusia. Peningkatan kualitas udara sangat penting
karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Semakin kecil
kadar SO2 dan NO2 maka akan semakin tinggi nilai IKU di suatu daerah.
Adapun IKU Kota Kediri selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

IKU - 90.11 88.34 | 88.44 88.95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 2025

Faktor pendukung peningkatan IKU adalah adanya kegiatan Car Free Day,

pelarangan pembakaran sampah dan adanya upaya penanaman pohon.
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Sedangkan faktor penghambat adalah semakin banyaknya kendaraan
bermotor, adanya perubahan iklim dan masih rendahnya luasan RTH

publik.

c) Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan
kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks
kualitas ekosistem gambut. Indeks kualitas tutupan lahan digunakan untuk
mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah yang
mempertimbangkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang mempengaruhi
perubahan tutupan lahan mulai dari tipe dan luas dari tutupan lahan,
stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Sedangkan untuk indeks
kualitas ekosistem gambut tidak dihitung karena tidak ada lahan gambut di
Kota Kediri.

IKL digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan
maupun program untuk memperbaiki kualitas lahan yang buruk. Semakin
tinggi nilai IKL menunjukkan kemampuan dan kualitas lahan yang paling
baik dan stabil. IKL Kota Kediri meningkat signifikan dampak penetapan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
S Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, di mana lahan sawah perkotaan yang
ditetapkan sebagai sawah abadi dapat dianggap sebagai sabuk hijau kota.
Hasil pengukuran IKL Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Kediri Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023

IKL - 26.31 27.02 27.08 27.07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, 2024

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), rumah tangga dengan akses
sanitasi aman merujuk pada rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi
yang layak dan memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat mencegah

pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Rumah
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tangga dengan akses sanitasi aman dikategorikan sebagai rumah tangga
yang memiliki toilet layak dengan kloset leher angsa terhubung ke sistem
pengelolaan limbah yang aman dan dilakukan penyedotan secara berkala
serta tidak mencemari sumber air.

Sejauh ini, Kota Kediri belum melakukan perhitungan rumah tangga
dengan akses sanitasi aman. Hingga 2024, penghitungan baru dilakukan
terhadap rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Untuk menuju rumah
tangga dengan akses sanitasi aman, upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kota Kediri adalah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT) di Kelurahan Campurejo. Selain itu telah dilakukan
pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) pada
tahun 2024.

Tabel 2. 24 Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kota Kediri Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Rumah tangga dengan ) ) 8.27% 5.16% | 6,47%

akses sanitasi aman

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus
berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas
manusia. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya dilakukan,
salah satunya melalui fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi
mengelola dan mengurangi timbulan sampah sebelum berakhir di Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor 35
Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui penanganan dan

pengurangan sampah.

Mengacu kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, target
pengurangan sampah di Kota Kediri ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka
timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan
berkurangnya volume sampah menuju TPA, maka diharapkan TPA dapat

berumur lebih panjang dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
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Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan jumlah
sampah yang terolah menjadi bahan baku. Bentuk pengolahan dapat berupa
daur ulang, pengomposan maupun pengolahan lainnya. Adapun data
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2020 -
2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tahun 2020 - 2024

Pengelolaan sampah 2020 2021 2022 2023 2024 |
Jumlah Timbulan Sampah 55.091,09 61.812,13| 65.183,70 63.461,92 66.532,27
(ton/ tahun)

Jumlah Sampah terolah 1.574,61 669,04 679,63 623,05 477,16

menjadi bahan baku (pakan
ternak, kompos, daur ulang
dan upcycle) (ton/ tahun)

2,86% 1,08% 1,04% 0,98% 0,72%

Persentase sampah terolah
Sumber : Kementerian LHK, 2025

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan
Sampah

Sistem pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu
indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Salah satu aspek utama dalam sistem ini adalah proporsi rumah tangga
dengan layanan penuh pengumpulan sampah, yang menunjukkan sejauh
mana akses masyarakat terhadap layanan pengangkutan sampah yang
terorganisir dan berkelanjutan.

Layanan penuh pengumpulan sampah mengacu pada sistem di mana
sampah rumah tangga dikumpulkan secara teratur oleh petugas kebersihan
atau instansi terkait, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Sampah yang dikumpulkan kemudian disalurkan ke fasilitas pengolahan
atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar

lingkungan.

Adapun capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh

pengumpulan sampah tahun 2020-2024 sebagai berikut:
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Tabel 2. 26 Proporsi Rumah tangga dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Proporsi rumah tanggal
dengan layanan penuh 75.44 | 78.04 77.52 85.03 | 89.98

pengumpulan sampah (%)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2025

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Perubahan Iklim

1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (kumulatif)

Perubahan iklim telah menjadi tantangan pembangunan global.
Indonesia menjadi negara yang terkena dampak sekaligus turut serta
sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Dengan dasar pertimbangan
tersebut, pemerintah mengambil peran aktif dalam negosiasi internasional
dengan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar
29% dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan 41% dengan kerja
sama internasional di tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi
yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
dalam Pembangunan Nasional pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa
penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh (a)
kementerian/lembaga, (b) pemerintah daerah, (c) pelaku usaha, dan (d)
masyarakat. Peran dan komitmen pemerintah daerah merupakan hal yang
krusial dalam mengarusutamakan perubahan iklim. Kota-kota sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis
merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling

rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
kemudian diturunkan ke daerah berupa Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kota Kediri telah menyusun Rencana
Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024, sehingga
diharapkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilaksanakan
secara optimal. Adapun upaya penurunan emisi karbon telah dilakukan dan
telah dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah

Karbon Nasional (AKSARA) dari Bappenas yang telah dimonitor dan
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dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai tahun 2024 nilai
kumulatif Kota Kediri dapat melakukan penurunan potensi emisi gas rumah
kaca sebesar 1.247.635,34 Ton CO2Eq atau berkontribusi 6.37% pada
capaian Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan yang tersebar di Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan serta

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

Inventarisasi gas rumah kaca merupakan salah satu cara untuk
mengatasi berbagai risiko perubahan iklim. Adapun penyebab dari
terjadinya gas rumah kaca yaitu cahaya matahari yang tidak mampu
memantulkan sinarnya secara sempurna keluar atmosfer bumi sehingga
menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk
Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional pada
pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa walikota wajib melakukan inventarisasi
gas rumah kaca untuk pencapaian Nationally Determined Contributions
(NDC). Adapun hasil perhitungan GRK di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2. 27 Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Kediri (Kumulatif)
Tahun 2020-2024

Capaian penurunan 599,487.12 | 614,006.17 | 1,238,712.29 | 1,247,527.31 | 1,247,635.36

emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) kumulatif (ton
CO2 Eq)

Sumber: Bappenas, 2025

2) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator strategis dalam
mengukur tingkat risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap berbagai
jenis bencana, serta mencerminkan tingkat kapasitas daerah dalam
melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Berdasarkan
dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023, memiliki lima jenis
bencana utama yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan
berbasis kebencanaan, yaitu:

1. Banjir — Risiko tinggi khususnya di wilayah bantaran Sungai Brantas

dan aliran sekunder seperti selokan dan saluran air dengan luas
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terdampak mencapai 2.994,74 ha. Kecamatan Mojoroto, Kota, dan
Pesantren adalah wilayah paling rentan.

2. Tanah Longsor - Risiko tinggi terutama di wilayah perbukitan
Kecamatan Mojoroto, seperti Gunung Klotok di Kelurahan Pojok, dengan
luas risiko sekitar 353,52 ha. Longsor dipicu oleh kemiringan lereng
curam, jenis tanah aluvial, dan degradasi lingkungan .

3. Cuaca Ekstrem - Risiko sedang, meliputi kejadian seperti angin puting
beliung yang cukup sering terjadi di wilayah terbuka dan perbukitan.
Luas wilayah terdampak mencapai 6.719,95 ha.

4. Kekeringan — Risiko sedang, berpotensi mengganggu ketahanan pangan
dan suplai air. Kekeringan terjadi terutama saat musim kemarau
panjang dan berpotensi diperparah oleh perubahan iklim serta degradasi
vegetasi penutup tanah .

5. Gempa Bumi - Meskipun tidak terjadi secara intensif, namun
dikategorikan sebagai risiko sedang karena posisi Kota Kediri yang tidak
jauh dari wilayah seismik aktif di Jawa Timur.

Tingkat kerawanan dari masing-masing jenis bencana tersebut tercermin
dalam nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri yang dihitung
berdasarkan data bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas

(capacity) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai IRB

Kota Kediri menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun cenderung

membaik, seiring peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana.
Berikut grafik Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020-2024 dengan basis data bahaya/ Hazard (H) dan
kerentanan/ Vulnerability (V) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) Tahun 2011:
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Grafik 2. 1 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
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Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

Pada tahun 2021, BNPB melakukan pemutakhiran data H dan V,
sehingga pada tahun 2023-2024 nilai Indeks Risiko Bencana dihitung
dengan menggunakan basis data H dan V baru. Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024 dengan
menggunakan data H dan V Tahun 2021 adalah:

Tabel 2. 28 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024

No Provinsi/Kota ‘ 2023 2024
1. | Provinsi Jawa Timur 121,05 113,70
2. | Kota Kediri 64,82 73,21

Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri
Tahun 2024-2044, kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi
atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu. Ada 4 (empat) kawasan rawan bencana di
Kota Kediri yaitu :

1. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi

2. Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
3. Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi;
4

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.
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Menyikapi kawasan rawan bencana tersebut, dalam pengembangan
kawasan strategis kota menerapkan strategi salah satunya adalah
melindungi kawasan rawan bencana dengan ketentuan khusus rencana
pola ruang di kawasan bencana dan perwujudan kawasan infrastruktur kota
untuk jaringan evakuasi bencana yang terdiri dari:

a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalur

evakuasi bencana;

b. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini pada

kawasan rawan bencana;

c. pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengoptimalkan

sistem jaringan jalan yang ada;

d. penyediaan tempat evakuasi bencana,;

e. pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES);

f. pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA);

g. memberikan rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju tempat

evakuasi bencana;

h. sosialisasi dan pelatihan evakuasi bencana.

3) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana (IKD) menggambarkan
ketahanan suatu daerah terhadap risiko bencana yang ada. Formula
indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Ketahanan Daerah
terhadap bencana adalah rata-rata jumlah indeks skala prioritas. Kapasitas
daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan
parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko
bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu
kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
serta turunan aturannya. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana. Pengukuran
Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana berpedoman pada 7 (tujuh)
prioritas, yaitu:

a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;

b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;

d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
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f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;

g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Pada Tahun 2024 Kota Kediri mencapai IKD sebesar 0,50 (sedang)
mengalami penurunan sebesar 0,27 poin bila dibandingkan dengan IKD
Tahun 2023 sebesar 0,77. Berikut grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kota Kediri Tahun 2020-2024 :

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri
Tahun 2020-2024

0.65

0.52 0.50

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: BPBD Kota Kediri, 2025

2.1.1.7 Demografi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan
Pusat Statistik). Data terkait kependudukan sangat penting karena dapat
digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan
program, optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan di
masa mendatang, hingga pengalokasian anggaran dalam suatu wilayah.

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dengan metode pencatatan setiap
penduduk dari rumah ke rumah. Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)
merupakan pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia
yang menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data
Administrasi Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar pelaksanaan
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SP2020 sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan
Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk dapat memberikan eksternalitas positif
dan negatif bagi suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin
banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan perekonomian
wilayah. Namun pertambahan penduduk yang berlebihan berpotensi
menimbulkan permasalahan seperti tekanan penduduk dan lingkungan
yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian dan kerusakan
lingkungan akibat tingginya kepadatan pemukiman dan perilaku manusia
yang tidak peduli dengan lingkungan, kemiskinan sebagai akibat
keterbatasan penduduk dalam mengakses kebutuhan ekonomi dan
pelayanan dasar; pengangguran sebagai akibat kesenjangan ketersediaan
lapangan kerja dan kebutuhan pencari kerja; serta daerah rawan pangan
sebagai akibat kesenjangan tingginya kebutuhan pangan dengan produksi
pangan untuk seluruh penduduk. Selain itu pertumbuhan penduduk yang
tinggi juga akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan barang,
jasa, tempat tinggal, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan upaya penataan
ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung agar
memastikan kebutuhan dasar penduduk tersedia.

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang terus berkembang di
Provinsi Jawa Timur, dengan dinamika demografi yang mencerminkan
potensi besar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang terus
meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun perlu untuk
mendapat perhatian utama yang harus dioptimalkan kualitasnya dalam
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan

masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, struktur
demografi Kota Kediri didominasi oleh kelompok wusia produktif yang
berperan sebagai motor penggerak utama pembangunan. Komposisi ini
memberikan keuntungan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja,
mendorong inovasi, serta memperluas basis ekonomi kreatif dan sektor

industri mikro, kecil dan menengah.

Namun untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dapat
menjadi modal utama dalam pembangunan, diperlukan perencanaan

strategis yang berkelanjutan. Penyediaan lapangan kerja, peningkatan
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kualitas pendidikan dan keterampilan, serta optimalisasi infrastruktur dan
layanan dasar menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Bonus
demografi dan jumlah penduduk yang besar bukan hanya tantangan, tetapi
juga peluang strategis bagi Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan.

Kondisi demografi Kota Kediri dapat dilihat dari indikator jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan
komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang dapat
menggambarkan angka ketergantungan (dependency ratio) dan rasio jenis

kelamin (sex ratio) sebagaimana penjelasan dibawah ini.

1) Jumlah Penduduk

Penduduk dengan segala dimensinya merupakan potensi terbesar
dalam pembangunan, karena mereka merupakan penggerak utama dari
setiap aspek pembangunan. Pembangunan yang berhasil adalah yang
mampu memanfaatkan potensi penduduk secara maksimal dan
memastikan kesejahteraan mereka terpenuhi. Potensi penduduk
merupakan gabungan antara jumlah (aspek kuantitatif) dan kualitas
penduduk. Secara kuantitas, tren peningkatan jumlah penduduk Kota
Kediri pada tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh grafik dibawah ini.

Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2020-2024

298,227

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)
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Peningkatan jumlah penduduk di Kota Kediri dipengaruhi oleh
jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar daripada jumlah kematian
(mortalitas), sebaliknya penurunan jumlah penduduk Kota Kediri dapat
dipengaruhi oleh jumlah kematian (mortalitas) lebih besar daripada
jumlah kelahiran (natalitas). Selain itu dinamika jumlah penduduk

dapat terjadi karena adanya perpindahan (migrasi) penduduk.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Situasi kependudukan di Kota Kediri menunjukkan kecenderungan
pertambahan yang semakin melambat dalam kurun waktu lima tahun
terakhir. Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) hasil
Sensus Penduduk Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kota Kediri
cenderung stabil dengan rata-rata peningkatan dalam lima tahun terakhir
sebesar 0,01. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama tahun
2020-2024 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri (dalam jiwa)

Tahun 2020-2024

Tahun Jumlah Selisih Penduduk 2 Laju Pertumbuhan
Penduduk Tahun terakhir Penduduk
2020 286.006 N/A N/A
2021 289.125 3.119 0,0109
2022 292.199 3.074 0,0106
2023 295.225 3.026 0,0104
2024 298.227 3.002 0,0102

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

3) Kepadatan Penduduk

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi
menentukan tingkat kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah
penduduk di wilayah dengan luas yang sempit, maka kepadatan penduduk
akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Untuk mengetahui
kepadatan penduduk Kota Kediri pada masing-masing wilayah Kecamatan,
digunakan pendekatan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi
Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
Semester 1I/2024 sebanyak 301.424 jiwa sebagaimana terinci dalam tabel

dibawah ini.
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Tabel 2. 30 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Tahun 2024

Kepadatan
Penduduk

(jiwa/km?2)

Penduduk Persentase

Penduduk (%)

Luas Wilayah
(Km?2)

No Kecamatan

(Jiwa)

1 Mojoroto 117.448 38,96 26,95 4.358
2 Kota 90.896 30,16 15,96 5.695
3 Pesantren 93.080 30,88 24,33 3.826
Kota Kediri 301.424 100,00 67,23 4.483

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, DKB Semester 2/2024

Tabel diatas menunjukkan kepadatan penduduk Kota Kediri pada

tahun 2024 sebanyak 4.483 jiwa/km? dan Kecamatan Kota merupakan

kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk mencapai 5.695

jiwa/km?2, diikuti oleh Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.

4) Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Rasio Ketergantungan

(Dependency Ratio)

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan

distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk Kota

Kediri pada tahun 2020-2024 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok
Umur Tahun 2020-2024 (jiwa)

Kelompok Usia 2020 2021 - 2022 2023 2024
0-4 20.830 20.918 21.111 21.328 21.410
5-9 21.697 21.459 21.104 20.755 20.621

10-14 22.478 22.187 22.083 22.083 22.078
15-19 25.393 25.121 24.602 23.943 23.307
20-24 23.894 24.532 25.106 25.559 25.811
25-29 20.785 21.301 21.953 22.694 23.447
30-34 20.451 20.248 20.180 20.252 20.471
35-39 22.482 22.181 21.737 21.226 20.754
40-44 21.678 22.050 22.335 22.505 22.533
45-49 19.057 19.473 19.990 20.554 21.102
50-54 17.982 18.181 18.304 18.414 18.587
55-59 15.792 16.210 16.615 16.997 17.329
60-64 12.890 13.379 13.849 14.300 14.731
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Kelompok Usia 2020 2021 \ 2022 2023 2024
65-69 9.446 9.983 10.488 10.961 11.428
70-74 5.541 6.043 6.584 7.137 7.664

75+ 5.610 5.859 6.158 6.517 6.954
Jumlah 286.006 289.125 | 292.199 | 295.225 298.227

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Komposisi penduduk Kota Kediri dalam piramida penduduk dapat

dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 4 Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2024

75+
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60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
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30-34
25-29
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5-9
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B Laki-laki

B Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Sebagaimana grafik piramida penduduk di atas, Kota Kediri memiliki
struktur piramida penduduk yang berbentuk ekspansif atau piramida
penduduk muda, dimana jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak
dibanding jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk usia produktif
yaitu penduduk berusia 15-64 tahun yang mencapai 69,77% pada tahun
2024 menunjukkan dominasi usia kerja. Sedangkan penduduk usia tidak
produktif yaitu penduduk berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65
tahun ke atas sebanyak 90.155 jiwa atau 30,23% dari total jumlah
penduduk. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebesar 21,50% berarti akan
terjadi regenerasi tenaga kerja dalam waktu dekat, dan penduduk lansia
yang relatif kecil (8,73%) menunjukkan beban ketergantungan lansia belum

terlalu tinggi saat ini, namun perlu diantisipasi dalam jangka panjang.
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Sehingga berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa rasio
ketergantungan yaitu perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif
dengan penduduk usia produktif di Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar
43,33%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung
sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif. Perkembangan rasio
ketergantungan selama lima tahun terakhir di Kota Kediri dapat dilihat
dalam tabel berikut:

Tabel 2. 32 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Kediri
Tahun 2020-2024

Usia Tidak Produktif

Usia Produktif

(15-64 th) Rasio
Tahun Usia belum Usia Ketergan-
Jumlah % produktif Lanjut Jumlah % tungan (%)
(0-14 th) (> 64 th)
2020 200.404 | 70,06 65.005 20.597 85.602 | 29,93 42,71
2021 202.676 | 69,96 64.564 21.885 86.449 | 29,90 42,65
2022 204.671 | 69,84 64.298 23.230 87.528 | 29,95 42,77
2023 206.444 | 69,93 64.166 24.615 88.781 | 30,07 43,00
2024 208.072 | 69,77 64.109 26.046 90.155 | 30,23 43,33

Sumber : BPS Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Berdasar struktur usia dan rasio ketergantungan yang ditunjukkan
tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa Kota Kediri sedang menikmati
masa bonus demografi. Hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan yang
rendah dibawah 50% dan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar
dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Hal ini sangat
menguntungkan karena dominasi penduduk usia produktif yang besar
berpotensi menyediakan tenaga kerja yang melimpah sebagai motor
penggerak pembangunan di Kota Kediri. Rasio ketergantungan rendah
memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan investasi dalam
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang produktif.

Berdasar hasil proyeksi penduduk Kota Kediri, potensi bonus
demografi akan berlanjut hingga 2035 dengan rasio ketergantungan
mencapai 49,24%. Saat ini bonus demografi telah mencapai puncaknya
pada fase jendela peluang (window of opportunity). Ini merupakan momen
strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Namun perlu didukung dengan perencanaan dan intervensi
lintas sektor yang efektif agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban
demografi di masa depan. Tantangan yang dihadapi seperti ketersediaan
lapangan kerja, harus mampu menyerap penduduk usia produktif agar tidak
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terjadi pengangguran terbuka, SDM harus dijamin kualitasnya baik
pendidikan, keterampilan, maupun kesehatan agar dapat menghasilkan
dividen ekonomi, serta tantangan agar bersiap diri menghadapi aging
population untuk transisi menuju masyarakat menua dalam jangka panjang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu adanya upaya
peningkatan keterampilan dan kualitas SDM melalui optimalisasi
pendidikan dan pelatihan vokasi agar penduduk usia produktif terus
kompetitif, penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap UMKM,
penguatan layanan kesehatan dan gizi anak dalam upaya menjamin
generasi mendatang tumbuh optimal dan siap menjadi angkatan kerja
berkualitas, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan tingkat
partisipasi angkatan kerja perempuan, serta penting kiranya menyiapkan
kebijakan ramah lansia yang berfokus pada lansia berdaya yang sehat, aktif
dan produktif sesuai kapasitasnya, baik dari sisi perlindungan sosial,

kesehatan maupun pemberdayaan.

5) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio

Karakteristik penduduk yang penting selain struktur umur adalah
proporsi jenis kelamin yang berpengaruh terhadap proses demografi dan
perubahan perilaku sosial ekonomi penduduk sebagai dasar penentuan
kebijakan pembangunan kependudukan suatu daerah. Komposisi
penduduk Kota Kediri berdasar jenis kelamin selama lima tahun terakhir
sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 33 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Kediri Tahun 2020-2024

Laki-laki Perempuan

Jumlah Sex

Jiwa ‘ Jiwa o Penduduk Ratio
2020 143.220 50,08 142.786 49,92 286.006 100,30
2021 144.840 50,10 144.285 49,90 289.125 100,38
2022 146.434 50,11 145.765 49,89 292.199 100,46
2023 147.985 50,13 147.240 49,87 295.225 100,51
2024 149.530 50,14 148.697 49,86 298.227 100,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasar data BPS hasil SP2020,

tren peningkatan jumlah penduduk laki-laki terus meningkat, sedangkan
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tingkat pertumbuhan penduduk perempuan fluktuatif. Apabila jumlah
penduduk laki-laki diperbandingkan dengan jumlah penduduk perempuan,
maka diperoleh sex ratio penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar
100,56. Sex ratio > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibanding perempuan atau terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap
100 perempuan di Kota Kediri. Sementara itu secara administratif, sex ratio
per wilayah Kecamatan di Kota Kediri berdasar Data Konsolidasi Bersih
Semester 1I/2024 Dispendukcapil mendekati angka 100 atau menuju
keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Data rasio jenis kelamin memiliki peran penting dalam perencanaan
pembangunan yang responsif gender, terutama dalam memastikan
kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-
laki dan perempuan secara adil dan berkelanjutan.

Tabel 2. 34 Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2020-2024

No Kecamatan $
2020! 20212 20222 20233 20244
1 Mojoroto 103,85 104,00 103,45 98,66 98,81
Kota 96,61 97,00 96,83 97,29 97,54
3 Pesantren 99,38 98,00 99,42 99,56 99,53
Kota Kediri 100,30 100,00 | 100,00 98,52 98,64
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri

Catatan :

1Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)

2Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni)
3Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023
4Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2024

6) Proyeksi Penduduk Lima Tahun Mendatang

Berdasar data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) hasil SP
2020, jumlah penduduk Kota Kediri dalam lima tahun mendatang
menunjukkan laju yang semakin melambat dengan rata-rata pertumbuhan
konsisten sebesar 0,01. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki
maupun perempuan mengalami tren peningkatan dengan kenaikan jumlah
laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Akibatnya, rasio jenis kelamin
melampaui 100% yaitu sebesar 100,60 pada tahun 2025 dan mencapai
100,71 pada tahun 2030. Hal ini berarti bahwa komposisi penduduk relatif
seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan sedikit keunggulan
jumlah laki-laki.

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur dalam proyeksi
penduduk lima tahun kedepan, proporsi penduduk usia produktif

menunjukkan tren menurun dengan jumlah penduduk usia tidak produktif
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terus meningkat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan angka
ketergantungan (dependency ratio) dari 43,70% hingga mencapai 46,06%
pada tahun 2030. Namun demikian hingga tahun 2030 dapat dikatakan
Kota Kediri masih berada pada masa bonus demografi dengan proporsi
penduduk usia produktif sebesar 68,47%, proporsi penduduk lansia sebesar
11,12%.

Proyeksi penduduk Kota Kediri pada tahun 2025-2030 dapat dicermati
pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 35 Proyeksi Penduduk Kota Kediri Tahun 2025-2030 Menurut

Jenis Kelamin dan Sex Ratio

Jumlah Penduduk (jiwa)

Sex Ratio
Jumlah °
Laki-Laki Perempuan (%)
2025 151.055 150.147 301.202 100,60
2026 152.543 151.586 304.129 100,63
2027 154.021 153.008 307.029 100,66
2028 155.465 154.411 309.876 100,68
2029 156.890 155.802 312.692 100,70
2030 158.281 157.162 315.443 100,71

Sumber : Badan Pusat Statistik (Proyeksi Penduduk Hasil SP 2020)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan
pertumbuhan yang positif sebesar 3,43 persen. Angka ini meningkat
dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,92 persen.
Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di
berbagai sektor. Selain itu, Kota Kediri mencatatkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp565,8 juta pada tahun 2024.
Angka ini merupakan yang tertinggi di antara kota-kota lain di Jawa,
menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang cukup tinggi.
Dalam hal struktur ekonomi, perekonomian Kota Kediri masih didominasi
oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 79,64 persen.
Industri rokok menjadi penyumbang utama dalam sektor ini. Meskipun
dominan, kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan,
yang bermakna bahwa sektor usaha selain industri pengolahan
berkembang. Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan yang signifikan,

antara lain; (1) Transportasi dan Pergudangan: 10,43 persen, (2) Jasa
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Lainnya: 8,58 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 8,15
persen, dan (4) Jasa Pendidikan: 8,13 persen.

Dalam hal kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri
pada Maret 2024 mencapai 19,24 ribu jiwa, atau 6,51 persen dari total
penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan
dibandingkan tahun 2023, di mana jumlah penduduk miskin mencapai
21,03 ribu jiwa (7,15 persen). Penurunan ini merupakan yang terbesar
selama periode 2020-2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Kediri pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan pada semua
dimensinya, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai
10,92 tahun, meningkat 2,15 persen. Pengeluaran per Kapita per Tahun
meningkat 2,97 persen menjadi Rp13.670.000.

Meskipun kesejahteraan ekonomi Kota Kediri pada tahun 2024
menunjukkan tren positif, beberapa hal perlu diperhatikan:

1) Ketergantungan pada Sektor Industri Pengolahan: Diversifikasi
ekonomi ke sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi perlu
terus didorong.

2) Perlambatan di Beberapa Sektor: Kinerja perdagangan, terutama
perdagangan mobil dan sepeda motor, mengalami perlambatan.

3) Peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan: Meskipun persentase
penduduk miskin menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan sedikit
meningkat, mengindikasikan bahwa kelompok miskin yang tersisa

mungkin berada dalam kondisi yang lebih sulit.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengupayakan adanya perbaikan,
kemajuan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat
melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan
masyarakat, dan peningkatan hubungan ekonomi regional dari sektor
primer ke sektor sekunder dan tersier yang dalam perencanaannya dapat
diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu indikator
keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah yang penghitungannya dilakukan
berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar

Harga Konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan
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ekonomi juga dimaknai sebagai pertumbuhan produksi barang dan jasa di
suatu wilayah perekonomian dalam rentang waktu satu tahun yang diukur
dalam konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor
ekonomi di wilayah bersangkutan secara keseluruhan. Sampai dengan saat
ini, penopang utama perekonomian Kota Kediri adalah sektor lapangan
usaha Industri Pengolahan dengan andil = 80%, disusul dengan lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

serta Informasi dan Komunikasi.

Grafik 2. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2020 - 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri , 2025

Selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi global Covid-19, laju
pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami penurunan signifikan terjadi
pada tahun 2023 didominasi oleh sektor lapangan usaha terkuat, yaitu
Industri Pengolahan terutama dari industri pengolahan tembakau. Pada
tahun tersebut, industri pengolahan tembakau mengalami penurunan
pendapatan domestik yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai hasil
tembakau di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Di
samping itu, kondisi ketidakpastian global akibat situasi geopolitik di
berbagai kawasan yang semakin memanas turut mempengaruhi kinerja
ekspor. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan
ekonomi diantaranya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, menjaga
stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, dan melaksanakan
percepatan pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian
terutama terkait keberadaan Bandara Internasional Dhoho yang saat ini

telah beroperasi.
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Selain penanggulangan inflasi, Pemerintah Kota Kediri juga telah
menetapkan kebijakan penanggulangan potensi terjadinya deflasi seperti
yang terjadi selama bulan April 2024 sampai Maret 2025. Menanggulangi
potensi deflasi di Kota Kediri memerlukan pendekatan yang komprehensif
dan terkoordinasi. Pemerintah Kota perlu mengambil langkah-langkah
proaktif untuk mendorong permintaan agregat, menciptakan lingkungan
ekonomi yang kondusif, dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.
Pemantauan indikator ekonomi secara berkala dan evaluasi kebijakan yang
berkelanjutan juga penting untuk memastikan efektivitas strategi yang
diterapkan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Kediri dalam menanggulangi potensi
deflasi akan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sektor Unggulan Lokal: Mendukung pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi yang menjadi kekuatan Kota Kediri (misalnya,
industri pengolahan, perdagangan, jasa pendidikan dan kesehatan)
melalui insentif, pelatihan, dan promosi.

2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Melalui pelatihan keterampilan,
bantuan modal usaha kecil, dan fasilitasi akses ke pasar.

3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Melalui program bantuan sosial
yang tepat sasaran untuk kelompok masyarakat rentan.

4) Promosi Investasi: Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui
kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan penyediaan infrastruktur
yang memadai. Investasi baru akan menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan permintaan.

S) Pengembangan Pariwisata Lokal: Mengembangkan potensi pariwisata
Kota Kediri untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara,
yang akan meningkatkan pengeluaran dan permintaan akan barang
dan jasa lokal.

6) Dukungan untuk Inovasi dan Teknologi: Mendorong adopsi teknologi dan
inovasi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan
menciptakan nilai tambah.

7) Stabilisasi Harga Komoditas Pokok: Bekerja sama dengan pemerintah
provinsi dan pusat untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga

bahan pangan.
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2) PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan
hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan
ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah
penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan
faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per Kapita
Kota Kediri tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 6 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri
Tahun 2020 - 2024
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (Data Diolah), 2025

Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kota Kediri pada tahun 2024
telah mencapai nilai Rp 565,84 juta per orang per tahun, yang berarti bahwa
nilai tersebut telah melampaui target pendapatan per kapita nasional tahun
2045 yang sebesar USD 30.000 atau senilai lebih dari Rp 485 juta per orang
per tahun. Akan tetapi nilai PDRB per kapita tersebut masih mencakup
kontribusi dari sektor Industri Pengolahan yang sangat mendominasi
struktur PDRB Kota Kediri. Apabila sektor industri pengolahan tembakau
dikeluarkan dari struktur PDRB, maka nilai PDRB per kapita Kota Kediri
pada tahun 2024 sebesar Rp 127,56 juta per orang per tahun. Nilai ini jauh
lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten /
Kota di sekitar. Apabila sektor industri pengolahan dikeluarkan, nilai PDRB

per kapita Kota Kediri masih jauh dari target nasional Rp 485 juta per orang
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per tahun. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Kota

Kediri untuk mencapai target nasional.

3) Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan
gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks
gini berkisar antara O sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar
penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Indeks Gini
mendekati angka O, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan
penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks
gini mendekati angka satu. Capaian Indeks Gini Kota Kediri cukup
fluktuatif. Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah.
Grafik 2. 7 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

@@= Nasional Jawa Timur e=@=Kota Kediri

Sumber: BPS, 2025
Pada tahun 2024, Indeks Gini Kota Kediri tercatat sebesar 0,337,

mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap
perbaikan ini diantaranya adalah penguatan sektor ekonomi lokal, terutama
pertumbuhan UMKM dan industri kreatif, serta berbagai program
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Kediri. Stabilitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga berperan dalam
meningkatkan daya beli masyarakat, terutama setelah berbagai kebijakan
pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret. Namun,
capaian ini masih menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang
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perlu terus dikendalikan. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah
disparitas pendapatan antar kelompok sosial dan wilayah, terutama di
sektor informal yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Oleh karena
itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih terarah, seperti peningkatan
akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pemerataan infrastruktur
ekonomi, serta optimalisasi program perlindungan sosial untuk memastikan
bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat secara lebih merata.

4) Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan
sosial ekonomi di Kota Kediri. Meskipun terjadi tren penurunan angka
kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun laju penurunan
tersebut belum cukup signifikan untuk mengatasi ketimpangan
kesejahteraan secara merata. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat
Statistik, persentase penduduk miskin Kota Kediri menunjukkan fluktuasi,
yang turut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan dampak pasca
pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indikator kemiskinan di
Kota Kediri selama tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 2. 36 Indikator Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2020-2024

‘ 2020

Jenis Data 2021 2022 2023 2024 |
Jumlah Penduduk Miskin 22.190 | 22.550 | 21.150 | 21.030 19.240
(Jiwa)
Tingkat Kemiskinan (%) 7,69 7,75 7,23 7,15 6,51
Garis Kemiskinan 493.438 | 506.936 | 537.326 | 587.723 | 621.051
Indeks Kedalaman 0,96 1,03 1,42 1,08 1,02
Kemiskinan
Indeks Keparahan 0,17 0,21 0,41 0,23 0,25
Kemiskinan

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kedalaman dan Keparahan
Kemiskinan Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif
cenderung menurun, hal ini menandakan bahwa pengeluaran antar
penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan
semakin

pengeluaran antara penduduk miskin rendah. Kebijakan

Pemerintah Kota Kediri untuk mengurangi kesenjangan ekonomi
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masyarakat miskin antara lain melalui pemberdayaan UMKM, pemerataan
pembangunan wilayah, pemberian bansos dan peningkatan kualitas SDM.
Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan
dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum
bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses
informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses
pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem
adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity),
atau setara dengan Rp 10.739/ orang/ hari atau Rp 322.170/ orang/ bulan.
Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih
rendah dari penduduk miskin umum. Berdasarkan hasil musyawarah
kelurahan tahun 2023, jumlah miskin ekstrem di Kota Kediri sebesar 3.002

jiwa.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran
terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap
oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil TPT menunjukkan indikasi
penyerapan tenaga kerja yang semakin baik.

Grafik 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025
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Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan
banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor.
Namun demikian penurunan TPT Kota Kediri pada Tahun 2024 hingga
mencapai 3,91% menunjukkan kondisi perekonomian Kota Kediri kembali
menggeliat didukung oleh kualitas pendidikan penduduk usia kerja yang
termasuk dalam pengangguran terbuka relatif tinggi. Upaya-upaya yang
telah dilakukan pemerintah di antaranya penciptaan Wirausaha Baru
(WUB), program Bantuan Modal Usaha, Kredit Usaha Melayani Warga Kota
Kediri (KURNIA), Pelatihan Kerja, Klinik UMKM, fasilitasi kepengurusan

legalitas usaha, dan hibah sarana prasarana usaha.

6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit
yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui
pendekatan tiga dimensi dasar kualitas hidup, yaitu kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup layak. IPM menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh
mana penduduk Kota Kediri dapat mengakses hasil pembangunan dalam
rangka meningkatkan kualitas kehidupannya.

Tiga dimensi utama dalam IPM mencakup : 1) Umur panjang dan
hidup sehat, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup saat lahir;
2) Pengetahuan, yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan
harapan lama sekolah; serta 3) Standar hidup layak, yang direpresentasikan
oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai pendekatan
daya beli masyarakat.

Perhitungan IPM tidak hanya menyoroti capaian pembangunan secara
fisik, tetapi juga menekankan pada penguatan kapasitas dan kapabilitas
manusia, sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu,
IPM menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan dan arah
pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh.

Berikut grafik perkembangan capaian IPM Kota Kediri dibandingkan

dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama lima tahun terakhir.
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Grafik 2. 9 Perbandingan Capaian IPM Kota Ke diri dengan Provinsi
Jawa Timur dan Nasional tahun 2020-2024
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data diatas menunjukkan capaian IPM Kota Kediri, Jawa Timur, dan
Nasional selama lima tahun terakhir meningkat dengan tren positif. IPM
Kota Kediri secara konsisten berada diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa
Timur dan Nasional dengan kecepatan peningkatan IPM melampaui rata-
rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Selama periode 2020-
2024 IPM Kota Kediri meningkat cukup signifikan sebesar 3,10 poin dan
termasuk pada kategori sangat tinggi sejak tahun 2022. Capaian IPM Kota
Kediri pada tahun 2024 menempati peringkat S tertinggi diantara Kab/Kota
se-Jawa Timur. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Kediri dalam
pembangunan manusia cukup efektif dengan perbaikan menyeluruh pada

sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

7) Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) merupakan salah satu indikator
yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks ini
menjadi alat ukur penting dalam mengidentifikasi berbagai dimensi
kesejahteraan, baik secara individu maupun kelompok. Melalui Ikesos,
dapat dilihat sejauh mana pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial,
serta keberdayaan ekonomi masyarakat telah tercapai. Hasil pengukuran ini
kemudian menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan dan
program sosial yang lebih tepat sasaran.

Penghitungan Ikesos dilakukan oleh Kementerian Sosial setiap tahun

untuk masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Nilai indeks dihitung
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melalui formulasi berbagai parameter yang mencerminkan kondisi sosial di
setiap daerah, sehingga mampu menggambarkan kondisi riil kesejahteraan
masyarakat di wilayah tersebut.

Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kota Kediri pada tahun
2024 sebesar 57,72. Angka ini menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial
masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan melalui program
pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar,
penguatan peran sosial, dan peningkata